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SAFITRI, TIYA. 2026. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK
ALAT BERAT DI KABUPATEN BARITO KUALA

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 terkait
pemungutan pajak alat berat di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Fokus utama
penelitian terletak pada evaluasi terhadap klausul regulasi yang mengatur
kepatuhan pelaporan pajak alat berat oleh perusahaan serta dampaknya terhadap
optimalisasi pendapatan asli daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan
pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun realisasi
penerimaan pajak pada tahun 2025 menunjukkan tren positif, implementasi di
lapangan masih terkendala oleh adanya kekosongan norma (vacuum of law) terkait
sanksi administratif yang tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan atau
memberikan data alat berat dengan tidak jujur. Ketiadaan sanksi ini mengakibatkan
petugas di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Marabahan mengalami
keterbatasan dalam melakukan penegakan hukum, sehingga proses pemungutan
cenderung bersifat persuasif dan sangat bergantung pada itikad baik wajib pajak.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas regulasi saat ini belum optimal
dalam menjamin transparansi data dan akuntabilitas pemungutan pajak alat berat.
Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan peraturan
pelaksana yang lebih spesifik, seperti Peraturan Bupati atau Peraturan Kepala
Daerah, yang mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran pelaporan alat berat.
Langkah ini dipandang krusial untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi
petugas, mendorong transparansi korporasi, serta menjamin keberlanjutan sistem

perpajakan daerah yang lebih akuntabel.
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ABSTRAK

Kata Kunci : Pajak Alat Berat, Implementasi Peraturan Daerah, Penegakan
Hukum, Sanksi Administratif, Transparansi Wajib Pajak.

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
khususnya terkait pemungutan pajak alat berat di Kabupaten Barito Kuala.
Meskipun realisasi penerimaan pajak alat berat pada tahun 2025 telah mencapai
target, efektivitas pemungutan di lapangan masih menghadapi kendala yuridis dan
operasional yang signifikan. Masalah utama yang diidentifikasi adalah adanya
kekosongan norma (vacuum of law) dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024,
di mana tidak terdapat klausul sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak
melaporkan atau tidak jujur dalam memberikan data alat berat. Akibatnya, petugas
lapangan di UPPD Marabahan tidak memiliki daya paksa (coercive power) saat
menghadapi wajib pajak yang tidak kooperatif. Proses pendataan saat ini masih
bersifat persuasif dan sangat bergantung pada itikad baik wajib pajak, yang
berpotensi menyebabkan ketidakakuratan data objek pajak dan hilangnya potensi
pendapatan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris
dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan
sanksi administratif menciptakan hambatan struktural bagi aparat dalam
menegakkan kepatuhan. Kesimpulan dari tesis ini adalah bahwa capaian target
pajak saat ini belum mencerminkan optimalisasi potensi pajak yang sebenarnya.
Disarankan agar Pemerintah Daerah segera menyusun peraturan pelaksana (seperti
Peraturan Bupati/Perkada) yang secara spesifik mengatur sanksi administratif bagi
pelanggaran pelaporan alat berat. Langkah ini diperlukan untuk memberikan
landasan hukum yang kuat bagi petugas, menjamin transparansi data perusahaan,

serta menciptakan sistem perpajakan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan.
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ABSTRACT

Keywords: Heavy Equipment Tax, Implementation of Regional Regulation, Law
Enforcement, Administrative Sanctions, Taxpayer Transparency.

This study analyzes the implementation of South Kalimantan Provincial Regulation
Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions, specifically
regarding the collection of heavy equipment tax in the Barito Kuala Regency.
Although the realization of heavy equipment tax revenue in 2025 reached its target,
the effectiveness of field collection still faces significant juridical and operational
obstacles. The primary issue identified is a vacuum of law within Regional
Regulation Number 1 of 2024, as it lacks explicit sanction clauses for companies
that fail to report or provide dishonest data regarding their heavy equipment.
Consequently, field officers at the Marabahan Revenue Service Unit (UPPD) lack
coercive power when dealing with non-cooperative taxpayers. The current data
collection process remains persuasive and relies heavily on the good faith of
taxpayers, which potentially leads to inaccuracies in tax object data and the loss of
regional revenue potential. This research employs a socio-legal (juridical-
empirical) method with a qualitative approach. The results indicate that the absence
of administrative sanctions creates structural barriers for officials in enforcing
compliance. This thesis concludes that the current achievement of tax targets does
not yet reflect the true optimization of tax potential. It is recommended that the
Regional Government promptly formulate implementing regulations (such as
Regent Regulations/Perkada) that specifically govern administrative sanctions for
violations in heavy equipment reporting. This step is necessary to provide a strong
legal basis for officers, ensure corporate data transparency, and establish an

accountable and sustainable regional taxation system.
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